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Dana Desa di Poso Diduga Dialihkan Penggunaannya

POSO - Sejumlah pemer-
intahan desa di Poso mu-
lai jenuh dengan jan-
ji Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Poso tentang
pencairan Dana Desa
(DD) dan Alokasi Dana
Desa (ADD). Dijanji sejak
Oktober, tapi sampai seka-
rang dana yang ditung-
gu-tunggu itu belum ju-
ga cair. Munculah dugaan
dan kecurigaan dari desa,
kalau DD dan ADD mereka

telah dipinjam alias digu-
nakan Pemkab Poso untuk
kepentingan pembiayaan
kegiatan _lain, Dugaan
warga makin kuat kare-
na mendengar kondisi kas
Pemkab Poso yang saat ini
sedang kosong.

Padahal APBD-P Poso be-
lum sebulan lalu disahkan.

“Ploting dan pencairan
dana desa itu kan sudah
jelas aturan dan waktunya
dari pusat. Kalau melihat

|
|

Yunirson Penyami

tahapannya, sebenarnya
dana desa tahap dua untuk
Poso itu sudah cair Agustus
lalu.

Tapi hingga saat ini ki-
ta punya dana desa belum
cair. Padahal seluruh per-
syaratan pencairan sudah
disetor ke Pemkab, dalam
hal ini Bagian Pemdes
dan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD),” kata beberapa
perangkat desa, pada Radar

Sulteng, Senin (7/11).
Lambatnya pencairan
DD tahap dua, atau seki-
tar 40 persen dari angga-
ran DD Poso senilai Rp 87
miliar dan ADD senilai Rp
68 miliar membuat kinerja
pemerintahan aparat desa
mulai surut. Kondisi terse-
but dipastikan juga me-
mengaruhi pekerjaan fisik
dan non fisik yang tengah

dilaksanakan. ®
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Kepala BPKAD Masih Sibuk
Tidak Mau Diganggu

| DANA...

‘Sambungan dari hal 16

“Tahap dua dari dana
esa ini untuk membi-
yai 40 persen keglatan.
engan belum cairnya
ana desa hingga minggu
edua November, tentu
ja akan menjadi kenda-
di lapangan. Mengingat
mua kegiatan dari DD
an ADD harus  sele-
i pada Desember,” je-
s perangkat desa yang
inta namanya tidak
korankan.

Kepala Bagian
emerintahan Desa
emdes) Setkab Poso,
inirson Penyami, mem-
enarkan belum dicair-
innya DD tahap dua di
b50. Penyebabnya ka-
 dia karena masih ter-
hap di BPKAD Poso.
Calau tahapan di Pemdes
idah beres. Posisi scka-
ng sudah di BPKAD,” se-
itnya saat dikonfirmasi
artawan.

Penjelasan yang diper-
oleh Bagian Pemdes dari
BPKAD bahwa belum
cairnya dana desa dan
ADD karena Surat Perintah
Membayar (SPM) belum
ditandatangani kepala
BPKAD Ruddy Rompas.
“Sebelumnya BPKAD be-
ralasan masih dibuat Surat
Penyediaan Dana (SPD).
Setelah selesai surat SPD
itu, kini BPKAD beralasan
lagi SPM belum ditandata-
ngan oleh kepala BPKAD
Ruddy Rompas,” ungkap
mantan Camat pamona
Timur ini. Karena SPM be-
lum dibayar, maka DD dan
ADD belum bisa dicairkan.

Disebut Yunirson, pen-
cairan DD seharus dilaku-
kan tepat waktu. Yang
penting semua syarat yang
dibutuhkan untuk proses
pencairan telah terpenuhi,
“Kalau melihat persyara-
tan yang sudah lengkap di-
masukan desa, harusnya
dana desa untuk tahap dua
ini sudah cair,” tukasnya.

Sebelumnya, pada so-
sialisasi DD tahun 2016
di Poso, Auditor Utama
Keuangan Negara BPK RI,
Safrudin Mosii dan BPK
Sulterig pada acara so-
sialisasi  menerangkan,
DD telah dicairkan pada
November 2015. Untuk
pencairan tahap perta-
ma pada Maret dan April
2016, sementara untuk
pencairan tahap dua pada
Agustus 2016, Tapi faktan-
ya, pencairan DD dan ADD
tahap pertama di Pogo ba-
ru dilaksanakan pada 16
Juli sementara untuk ta-
hap kedua belum ada ke-
jelasan hingga November
ini.

Belum ada keterangan
dari kepala BPKAD Poso
Ruddy Rompas soal ket-
erlambatan pencairan DD
dan ADD di Poso. Saat
hendak dikonfirmasi via
ponselnya yang bersang-
kutan mengaku sedang
sibuk dan belum bisa di-
ganggu.(bud)




